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BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang:a.

Mengingat

. 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALINAU,

bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan
kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat
Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala
Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, perlu
melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a , perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang......



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5687);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2019 Nomor 1).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2019 Nomorl), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehinggan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

(3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan
ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa untuk mendanai:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional
Pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan insentif rukun tetangga dan
rukun warga;

2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa untuk mendanai:

1. Penghasilan tetap dan tunjanlgan kepala Desa, sekretaris Desa,
dan perangkat Desa lainnya; dan

2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
2. Ketentuan Pasal 80 diubah sehinggan berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 80
(1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan
perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari
ADD.

(2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetapkepala Desa, sekretaris
Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00
(Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh
Rupiah) setara 120% (Seratus Dua Puluh Per Seratus) dari gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

b. Besaran penghasilan.........



b. Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00
(Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh
Rupiah) setaral10% (Seratus Sepuluh Per Seratus) dari gaji pokok Pegawai
Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan

c. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit
Rp2.022.200,00 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) setara
100% (Seratus Per Seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang II/a.

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap
minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain
dalam APBDesa selain Dana Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa,
sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkandi Malinau
pada tanggal, 23 Desember 2019.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 23 Desember 2019.

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 48.
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